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ABSTRACT 

 

Regional autonomy has been implemented for more than two decades. However, 

local governments still struggle to manage their finances independently. Issues with 

the implementation of regional autonomy can arise both domestically and 

internationally. Domestically, conditions indicate that citizens desire transparency 

and autonomy (decentralization). Meanwhile, internationally, increasing 

globalization demands competitiveness from each country, including local 

governments. This research aims to identify factors influencing regional financial 

independence, specifically primary output factors, natural resources revenue 

sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, and tax ratio. The 

study employs panel data consisting of time series data from 2018 to 2022 and 

cross-sectional data from 140 districts in Indonesia with primary economic sectors. 

The analytical method used in this study is the Generalized Method of Moments 

(GMM) with the System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) approach. 

The results of this study indicate that the primary output variable and tax ratio have 

a positive and significant influence on regional financial independence. 

Additionally, natural resource revenue sharing funds and general allocation funds 

have a negative and significant influence on regional financial independence. 

However, the special allocation funds variable does not affect regional financial 

independence. 

 

Keyword: Regional Autonomy, Regional Financial Independence, Primary 

Output, GMM 
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ABSTRAK 

 

Otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari dua dekade, akan tetapi pemerintah 

daerah masih belum mampu untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. 

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi otonomi daerah dapat terjadi dari 

dalam maupun luar1negeri. Kondisi1dalam1negeri mengindikasikan1bahwa rakyat 

menghendaki1keterbukaan dan1kemandirian (desentralisasi).1Sementara kondisi1luar 

negeri1menunjukkan1bahwa semakin maraknya1kemajuan globalisasi1yang 

menuntut1daya saing1tiap negara, meliputi daya1saing pemerintah1daerah. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap kemandirian keuangan daerah, khususnya faktor output primer, dana bagi 

hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta tax ratio. 

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data time series pada tahun 

2018 – 2022 serta data crosss-section pada 140 Kabupaten di Indonesia yang 

memiliki sektor unggulan primer. Metode analisis dalam penelitian ini adalah 

metode Generalized Method of Moments (GMM) dengan pendekatan System 

Generalized Method of Moments (SYS-GMM). Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel output primer dan tax ratio memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, dana bagi 

hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif 

dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara, variabel dana 

alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 

 

Kata kunci: Otonomi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Output 

Primer, GMM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah telah hadir di Indonesia selama lebih dari 2 (dua) dasawarsa, 

sejak terjadinya gerakan reformasi tahun 1998. Akan tetapi, otonomi daerah secara 

legal diterapkan di Indonesia sejak UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan 

Daerah mulai diberlakukan dan peraturan tentang otonomi daerah yang masih aktif 

hingga kini yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam 

UU No. 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya 

diterapkan di level Kabupaten/Kota. Akan tetapi, pemerintah menggunakan masa 

transisi peralihan kewenangan secara tidak langsung sehingga nantinya asas 

desentralisasi dan dekonsentrasi dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah daerah 

di tingkat Kabupaten/Kota dinilai lebih penting karena menitikberatkan otonomi 

daerah mungkin dalam jangka panjang lebih penting daripada pelaksanaannya di 

level Provinsi (Kaloh, 2007:52).  

Sejauh ini, banyak sekali hambatan yang dilalui Indonesia selama otonomi 

daerah diterapkan. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh wilayah di Indonesia 

yaitu keragamaan dalam banyak hal, seperti potensi ekonomi, sumber daya alam, 

sumber daya insani, infrastruktur, budaya, dan lain-lain, sehingga implementasi 

otonomi daerah menjadi masalah seragam yang cukup serius. Otonomi daerah yang 

dilaksanakan oleh pemda bertujuan untuk mengembangkan mekanisme demokrasi 

pada level daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

baik untuk kepentingan daerah lokal maupun kepentingan kebijaksanaan politik
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nasional dalam era reformasi (Kaloh, 2007:53). Kondisi dalam negeri menunjukkan 

bahwa masyarakat menginginkan transparansi dan kemandirian melalui 

desentralisasi. Di sisi lain, perkembangan luar negeri semakin memperlihatkan 

pesatnya globalisasi yang menuntut setiap negara, termasuk pemda dalam 

meningkatkan daya saing (Halim, 2008: 1). 

Sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda, pemerintah di daerah 

tingkat kabupaten diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam meng-

implementasikan seluruh kegiatan pemerintahan yang diawali dengan perencanaan, 

implementasi, monitoring, pengendalian, hingga evaluasi, kecuali hal-hal yang 

berkaitan dengan kewenangan bidang politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh 

peraturan pemerintah. Akibat dari adanya kewenangan otonomi yang luas, 

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan fasilitas publik 

dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan 

di daerahnya. Kewajiban tersebut dapat tercapai apabila pemda mampu mengelola 

segala potensi daerahnya (sumber daya alam, sumber daya insani, sumber daya 

keuangan) secara optimal (Halim, 2008:229). 

Kebijakan otonomi daerah mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada 

saat ini sehingga UU No. 22 Tahun 1999 tidak lagi diberlakukan karena sudah tidak 

sesuai dengan tuntutan implementasi otonomi daerah. Kemudian peraturan tersebut 

digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang pada akhirnya 

kembali diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda karena dirasa perlu 

menyesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini. UU ini memandang otonomi 

daerah sebagai hak, wewenang, serta kewajiban suatu daerah yang otonomi untuk 
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mengatur dan mengelola sendiri segala aktivitas pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Melalui implementasi otonomi daerah, 

dapat dilihat bagaimana kemandirian keuangan di suatu daerah. Dalam publikasi 

Deskripsi dan Analisis APBD dalam DJPK Kemenkeu pada tahun 2011, rasio 

kemandirian keuangan disajikan dalam perbandingan PAD dengan total pendapatan 

daerahnya. Jika nilai rasio kemandirian tinggi mencerminkan bahwa PAD suatu 

daerah tersebut besar sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut telah 

mandiri secara keuangan. Agar tujuan otonomi daerah semakin optimal dan 

kemandirian keuangan daerah terus meningkat, maka pemerintah mengeluarkan 

UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini diharapkan dapat memnerikan efek positif 

dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan menjadi 

kunci pokok agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan 

potensi daerah.  

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengimplikasikan 

kemampuan pemda dalam mendanai sendiri segala kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian 

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Tingkat 

kemandirian yang semakin tinggi mengandung arti bahwa ketergantungan daerah 

terhadap dana bantuan eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian juga 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Jika 

nilai rasio kemandirian semakin tinggi, maka partisipasi masyarakat dalam 
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membayar pajak dan retribusi daerah juga semakin tinggi yang mana hal tersebut 

merupakan komponen utama dari PAD, sehingga akan berdampak pada semakin 

tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat (Halim, 2008: 232-233). 

Dalam hal otonomi daerah, yang menjadi permasalahan bukanlah tentang 

pelimpahan kewenangan dan pembiayaan ke daerah, akan tetapi keinginan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan 

daerah demi terwjudnya kesejaheraan rakyat (Yani, 2004: 229-230). Dalam 

prinsipnya, suatu daerah harus melaksanakan otonomi dengan bertanggung jawab 

guna mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu memperkuat kemampuan daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan terus mementingkan aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. Selain itu, penyelenggaran otonomi daerah harus 

menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya agar tidak 

terjadi ketimpangan, serta mampu menjamin keserasian hubungan dengan 

pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pembinaan, pelatihan, 

pengawasan, memberikan fasilitas berupa kemudahan, bantuan, serta dorongan 

agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai perundang-

undangan (Djaenuri, 2012: 9-12).  

Untuk meminimalisir sikap pemerintah daerah dari dependensi pemerintah 

pusat, maka bisa dilakukan pengukuran pada tingkat kemandirian keuangan suatu 

daerah. Indikator tersebut merupakan sebuah pengukuran guna mengetahui 

seberapa mandiri suatu daerah dalam menyelenggarakan pendanaan untuk semua 

aktivitas pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat menggunakan 

pendapatan yang diperolehnya. Dengan mengetahui besaran kemandirian keuangan 
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daerah, dapat diketahui pula apakah pemerintah daerah sudah optimal dalam 

menentukan aturannya sendiri dan apakah pemerintah daerah telah bertanggung 

jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.  

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dengan 

memperhitungkan jumlah realisasi PAD itu sendiri, kemudian dibandingkan dengan 

pendapatan eksternal seperti bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman. Indikator 

tersebut dapat menentukan kepiawaian pemerintah1daerah untuk secara1mandiri 

mendanai semua aktivitas1pemerintahan, pembangunan, dan1pelayanan publik 

(Halim, 2007). Semakin besar kemandirian keuangan suatu daerah, berarti bahwa 

pemerintah daerah semakin independen dalam mengatur urusan keuangan daerah 

yang mana akuntabilitas pemerintah daerah di mata masyarakat dapat dioptimalkan. 

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil reviu atas 

kemandirian Fiskal Pemda tahun 2020, menyebutkan bahwa ada sebanyak 443 dari 

503 pemda atau 88,07% yang masih berada dalam kategori “Belum Mandiri”. Hal 

tersebut berarti hampir seluruh pemda masih sangat bergantung pada dana transfer 

dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja masing-masing pemda. Bahkan, 

BPK juga menyebutkan bahwa ada sebanyak 468 pemda berada dalam kondisi 

stagnan pada kategori belum mandiri selama 11 tahun ke belakang hingga tahun 

2020. Adapun perkembangan kemandirian keuangan pada tingkat Provinsi di 

Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024 

Gambar 1.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh 

Provinsi di Indonesia (Persen)  

Dapat dilihat Gambar 1.1 mengenai perkembangan tingkat kemandirian di 34 

Provinsi Indonesia pada tahun 2018 dan 2022, menunjukkan bahwa seluruh 

Provinsi masih di bawah kategori kemandirian “tinggi” yang berada pada rentang 

75 hingga 100 persen. Jika dilihat, sudah  banyak daerah yang semakin mandiri 

dalam mengurus segala kegiatan pemerintahannya yang mana ditandai dengan 

peningkatan yang terjadi di tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa pemda 

telah memaksimalkan pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi segala 

kepentingan masyarakat lokal.   

Secara umum, dipercayai bahwa penerapan sistem kemandirian fiskal ini 

mampu meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya akan membawa 

kesejahteraan bagi masyarakat. Pengukuran kesejahteraan masyarakat dapat dilihat 

dari kemudahan dalam mengakses seluruh kebutuhan masyarakat, seperti 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik yang harus terpenuhi 

dengan baik dan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Agar menjadi 

daerah yang otonom dari segi keuangan, maka pemda perlu berperan aktif dalam 
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mengelola potensi di daerahnya guna menaikkan pendapatan daerahnya sendiri. 

Namun apabila pendapatan daerah tidak dapat mencukupi kegiatan pemerintahan, 

maka biaya yang dikeluarkan untuk belanja daerah juga akan sulit. Jika potensi 

pendapatan daerah tersebut besar, sementara potensinya belum bisa dikelola dengan 

baik maka nantinya tidak dapat mempengaruhi besaran pendapatan daerah. Secara 

teori, apabila daerah memiliki potensi pendapatan yang sangat besar maka tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya akan semakin besar. Akan tetapi, dalam 

pengimplementasiannya tidaklah begitu.   

 
Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024 

Gambar 1.2 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Pada 10 

Kabupaten Tertinggi di 140 Kabupaten Indonesia (Persen) 

 Gambar 1.2 menyajikan perkembangan 10 Kabupaten dengan tingkat 

kemandirian keuangan tertinggi dibandingkan 140 Kabupaten lainnya yang ada di 

Indonesia pada tahun 2018 dan 2022.  Dapat disimpulkan bahwa tiap wilayah 

memiliki tingkat kemandirian yang beragam. Pada Kab. Blora, Kab. Tabalong, Kab. 

Bangkalan, Kab. Pinrang, Kab. Kampar, Kab. Kotabaru, serta Kab. Sumenep 

mendapati hasil bahwa kemandirian keuangan mengalami peningkatan dari tahun 
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2018 ke tahun 2022. Sementara Kab. Belitung Timur, Kab. Aceh Barat dan Kab. 

Takalar justru mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Meski lebih 

banyak yang mengalami peningkatan di tahun 2022, akan tetapi tingkat 

kemandirian masing-masing wilayah masih sangat rendah yang  mana ditunjukkan 

pada gambar yang hanya berada di antara rentang 0,00 – 25,00% saja. Dimana hal 

ini menandakan bahwa pemda masih sangat bergantung pada dana transfer 

pemerintah pusat dan belum mampu mengelola pendapatan daerahnya dengan 

optimal. Padahal, paradigma pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam UU 

No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai acuan dalam 

pengimplementasian otonomi daerah. Secara hakikat, kekayaan daerah didapatkan 

dari pemberian kesempatan luas kepada pemda untuk mengelola dan 

memaksimalkan potensi masing-masing wilayah, termasuk sumber daya alam, 

anggaran, sumber daya insani, hingga sumber daya lainnya (Rochmah, 2015). 

Tujuan penerapan otonomi daerah pada masing-masing pemda yaitu agar 

pemda mampu meningkatkan fasilitas publik dan1kesejahteraan masyarakat1secara 

adil, merata, demokratis, dan1berkesinambungan. Untuk mewujudkan1tujuan 

tersebut, pemda harus1mampu mengelola1potensi sumber1daya1alam, sumber1daya 

insani dan sumber1daya keuangan1secara efektif. Keberhasilan pemda dalam 

mengatur dan mengelola keuangan dapat dilihat dari realisasi APBD tahun berjalan 

(Periansya, 2019). Untuk melihat pendapatan pemda melalui kekayaan alam yang 

ada, maka kita perlu melihat basis sektor ekonomi dari masing-masing daerah 

tersebut. Struktur ekonomi dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu: a) Sektor primer, 

dengan kategori pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian; 
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b) Sektor sekunder, dengan kategori industri pengolahan, listrik dan gas, pengadaan 

air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang, dan konstruksi; serta c) Sektor tersier, 

dengan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan 

asuransi, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kegiatan 

dan jasa lainnya.  

Sektor pertanian memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian 

Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap peningkatan PDRB dan 

perolehan devisa negara, serta fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia 

bekerja di sektor ini. Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah 

bertujuan agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan distribusi pendapatan daerah 

merata, serta dapat menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dasar mereka (Julia, et al., 2015). Berikut adalah keterkaitan 

antara pertumbuhan sektor primer terhadap kemandirian keuangan di 140 

Kabupaten dengan sektor unggulan primer: 
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Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Indonesia, (diolah) 2024 

Gambar 1.3 Rata-rata Output Primer dan Kemandirian Keuangan Daerah 

di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Miliar Rupiah) 

Gambar 1.3 menggambarkan rata-rata output primer dan kemandirian 

keuangan pada 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018-2022. Mayoritas 

Kabupaten berada pada Kuadran II dan III. Pada Kuadran II, menandakan bahwa 

Kabupaten yang memiliki pendapatan sektor primer kurang dari Rp100.000 miliar 

akan tetapi tingkat kemandirian keuangannya cukup tinggi. Sebaliknya, Kuadran 

III mencerminkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan nilai yang rendah 

daripada Kabupaten lain. Daerah yang berada di Kuadran I yaitu Kampar, Berau, 

Muara Enim, Indragiri Hilir, Musi Banyuasin, dan Paser memiliki output primer 

lebih dari Rp100.000 miliar serta tingkat kemandirian keuangan daerah di atas rata-

rata 6,56%. Akan tetapi, Kabupaten Kutai Timur dan Rokan Hilir membuktikan 

bahwasanya daerah dengan basis sektor unggulan primer justru tidak berarti bahwa 

daerah tersebut sudah mandiri dalam mengatur keuangannya. Artinya, pengelolaan 
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potensi sumber dayanya belum optimal sehingga nilai sektor primer tidak dapat 

menyumbangkan kepada pendapatan asli daerahnya. 

Menurut penelitian (Umam, 2017; Oki, 2019; Adha, 2022) mengungkapkan 

bahwa output primer berpengaruh positif1dan signifikan1terhadap kemandirian 

keuangan. Hal1ini berarti1peningkatan yang terjadi pada output primer dapat 

meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sektor pertanian menjadi sektor 

terpenting dalam suatu perekonomian Indonesia karena jika dilihat dari peningkatan 

PDRB dan perolehan devisa negara yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi 

penting di Indonesia. Sementara (Fatmala, 2020) dalam temuannya 

mengungkapkan bahwa sektor pertanian memberikan pengaruh yang positif akan 

tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal.
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Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024 

Gambar 1.4 Rata-rata DBH SDA dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 

Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Juta Rupiah) 

 Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, menyajikan rata-rata DBH SDA terhadap 

kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dari tahun 2018 – 2022. Dapat 

diketahui bahwa Kuadran II didominasi oleh Kabupaten dengan rasio kemandirian 

keuangan melebihi rata-rata 6,56% dengan nilai DBH SDA yang rendah. Begitu 

pula dengan Kuadran III yang menunjukkan bahwa cukup banyak Kabupaten yang 

memiliki tingkat kemandirian rendah serta pengalokasian DBH SDA yang cukup 

rendah. Dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur yang berada 

di Kuadran IV  dengan alokasi DBH SDA yang tinggi tetapi tingkat kemandiriannya 

justru berada di bawah rata-rata 6,56%. Sementara Kabupaten Berau, Paser dan 

Musi Banyuasin memiliki alokasi Dana Bagi Hasil SDA yang besar dan tingkat 

kemandirian keuangan yang tinggi, akan tetapi belum mencapai 25%. 

Penerapan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mempercepat 

pencapaian kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan pelayanan 
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publik, memanfaatkan peran aktif masyarakat setempat, dan mendorong 

peningkatan daya saing antarwilayah. Ide dari penerapan otonomi daerah adalah 

pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun 

penyelenggaraan dana perimbangan merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan 

otonomi daerah (Olivia, 2020). Pemberian dana transfer dari pusat bertujuan agar 

pemda dapat mengembangkan potensi daerahnya secara mandiri. Dana1Bagi Hasil 

SDA adalah salah1satu bentuk dana1perimbangan yang berasal dari1beberapa sektor 

seperti sektor kehutanan, perikanan, pertambangan panas bumi, pertambangan 

umum, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sanga, et al., 2018; Marzuki, et al., 

2022; Natasya, et al., 2024) mengungkapkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut berarti 

semakin besar penyaluran dana bagi hasil SDA kepada daerah maka dapat membuat 

daerah tersebut mandiri. Sementara, (Verawaty, et al., 2017; Martini, et al., 2019; 

Indrianingrum & Priyono; 2023; Rahayu, et al., 2024) justru berpendapat bahwa 

dana bagi hasil memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap1kemandirian 

keuangan1daerah. 

Berdasarkan1fenomena yang1telah dijabarkan di atas, maka1penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penentu kemandirian keuangan 

daerah pada 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer, khususnya mengenai 

pengaruh variabel output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, serta tax ratio dari tahun 2018 – 2022 dengan 

menggunakan analisis regresi data panel dinamis melalui pendekatan first-
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difference GMM dan System GMM untuk pemodelan tingkat1kemandirian 

keuangan1daerah di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah melihat uraian yang ada sebelumnya, maka dapat diangkat rumusan 

masalah pada penelitian ini: 

1. Bagaimana pengaruh output primer terhadap1kemandirian keuangan1daerah 

di1Kabupaten sektor unggulan primer? 

2. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil1sumber daya1alam terhadap 

kemandirian1keuangan1daerah di Kabupaten sektor unggulan primer? 

3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan 

daerah di Kabupaten sektor unggulan primer? 

4. Bagaimana pengaruh1dana alokasi1khusus terhadap1kemandirian1keuangan 

daerah1di Kabupaten sektor unggulan primer? 

5. Bagaimana pengaruh tax ratio terhadap kemandirian keuangan daerah di 

Kabupaten sektor unggulan primer? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Jika melihat beberapa masalah yang telah dirumuskan pada pembahasan 

sebelumnya, maka dapat dinyatakan tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh output primer terhadap 

kemandirian1keuangan daerah1di Kabupaten sektor unggulan primer. 

2. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam 

terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan 

primer. 
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3. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dana alokasi umum terhadap 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer. 

4. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh1dana alokasi khusus1terhadap 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer. 

5. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh tax ratio terhadap kemandirian 

keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hadirnya penelitian ini dapat membantu memberikan kontribusi 

ilmiah tentang perkembangan fiskal daerah, terutama terhadap kemandirian 

keuangan di daerah dengan beberapa faktor desentralisasi fiskal sehingga 

hasil penelitian mampu dijadikan sebagai acuan bagi para peneliti 

kedepannya. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan hadirnya penelitian ini, penulis mengharapkan jika hal ini 

dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan bisa ikut berpartisipasi dalam 

pengambilan kebijakan sebagai langkah peningkatan kemandirian keuangan 

di daerah. 
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